LZTRISN
BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi
bahan tambang yang berlimpabh;

b. bahwa potensi tersebut harus dikelola dan
dimanfaatkan secara berkeadilan dan
berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
Dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran



Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor
2981);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran



16.

17.

18.

19.

Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Rembang.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Rembang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi  kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang

Mineral adalah senyawa anorganik yang
terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu.



